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Abstract: The purpose of this research is to explain road infrastructure development policy in Kemiri
Village, Panti Sub-district. The location of this research is Kemiri Village, Panti Sub-district, Jember
Regency. Jember. This research uses a qualitative descriptive approach. Types and There are two
types and sources of data in this research, namely primary data and secondary data. Data collection
was conducted through observation, interviews and documentation. Data analysis includes data
collection, data condensation, data presentation and conclusion drawing. conclusion drawing. The
important finding in this research is the existence of inequality in road infrastructure development
between hamlets in Kemiri Village, There are two hamlets in Kemiri Village that do not yet have
adequate road infrastructure, such as damaged asphalt roads, broken There are two hamlets in
Kemiri Village that do not have adequate road infrastructure, such as damaged asphalt roads,
uneven paving, and muddy dirt roads. and dirt roads that are muddy when it rains. The results of
this research shows that the successful implementation of the road infrastructure development
policy in infrastructure development policy in Kemiri Village is influenced by four factors, namely
the delivery of communication, clarity and consistency of communication. communication, the
clarity and consistency of good communication, the existence of adequate resources, the existence of
dispositions that have adequate resources, the existence of dispositions that have commitment and
responsibility, and the structure of the responsibility and a clear and coordinated bureaucratic
structure. structure that is clear and coordinated
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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kebijakan pembangunan
infrastruktur jalan di Desa Kemiri Kecamatan Panti. Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa
Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data
sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis
data meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur
jalan antar dusun di Desa Kemiri, terdapat dua dusun di Desa Kemiri yang belum memiliki
infrastruktur jalan yang memadai seperti jalan aspal yang rusak, pembangunan jalan paving yang
belum merata, dan jalan tanah yang becek ketika hujan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kemiri
dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu penyampaian komunikasi, kejelasan dan konsistensi
komunikasi yang baik, adanya sumber daya yang memadai, adanya disposisi yang memiliki
komitmen dan tanggungjawab serta struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pembangunan, Infrastruktur Jalan.
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PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu topik yang selalu disebut-sebut dalam diskusi
mengenai otonomi daerah di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub
sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan rumah tangganya sendiri (Purnawan,
2020). Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik harus dimulai dari tingkat
pemerintahan yang paling bawah yaitu desa, dimana pada tingkat pemerintahan desa inilah
terjadi interaksi langsung dengan masyarakat.

Dalam (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) yang pada intinya undang-
undang tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk menangani
permasalahan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, tujuan utama dari pelimpahan
kewenangan ini adalah untuk mempermudah menjangkau permasalahan di tingkat bawah.
Undang-undang ini menjelaskan bahwa desa diberikan kesempatan untuk membangun desanya
dalam pembangunan infrastruktur agar masyarakat desa lebih sejahtera dan maju (Irmansyah et
al,, 2021). Jalan merupakan salah satu bidang dalam otonomi daerah yang diberikan keleluasaan
untuk dikelola oleh pemerintah desa dengan menggunakan dana yang diperoleh, baik dari
potensi daerah, bantuan maupun dana perimbangan pemerintah pusat.

Pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran penting untuk mendukung kegiatan
ekonomi, budaya, sosial, politik, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Cahyani et al,,
2023) Ketersediaan infrastruktur yang baik akan berdampak baik pula pada aktivitas yang
dilakukan oleh warg atau masyarakat, namun sebaliknya jika infrastruktur buruk kemungkinan
besar akan berdampak buruk pula pada masyarakat seperti aktivitas petani yang merasa
terganggu ketika membawa hasil panen, aktivitas pelajar yang merasa terganggu aktivitas
pendidikannya karena menguras waktu sehingga para pelajar malas atau enggan untuk belajar
karena faktor infrastruktur jalan yang buruk (Brtna, 2021).

Oleh sebab itu, pemerintah dapat memberikan yang terbaik atau memfasilitasi
infrastruktur dengan baik, yang mana telah dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan
merupakan sarana yang paling mendasar dan dominan yang sering digunakan oleh masyarakat
untuk menunjang aktivitas masyarakat dalam kelangsungan hidup (Sasmito, 2017). Salah satu
faktor kesenjangan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yaitu Kesenjangan
pembangunan infrastruktur menurut Saswika (dalam Rahman & Novitasari, 2018). Selain itu
pembangunan infrastruktur ini merupakan langkah dari pemerintah yang dijadikan sebagai
pondasi dalam membangun kawasan ekonomi baru sehingga mampu memberikan dampak
positif bagi masyarakat sekitar (Pratama & Randianto, 2023).

Menurut Soetomo (dalam Kurniawan & Maani, 2020) dengan adanya pembangunan
infrastruktur jalan, diharapkan para pengendara mampu memanfaatkan jalan sebagai akses
untuk mempermudah dan memperlancar aktivitas seperti mobilisasi barang dan jasa,
pemasaaran hasil pertaniaanya dan lain sebagainya.

Desa Kemiri merupakan sebuah desa yang terletak di sebelah utara Kecamatan Panti,
Kabupaten Jember. Mayoritas masyarakat di Desa Kemiri berprofesi sebagai petani, karyawan
perkebunan, sehingga pembangunan infrastruktur jalan sangat dibutuhkan oleh Desa Kemiri,
Kecamatan Panti (Fawzy, 2020). Secara umum, ketertinggalan pembangunan jalan di Desa Kemiri
masih terlihat terutama di beberapa dusun. Terdapat beberapa dusun yang mengalami
ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan dibandingkan dengan dusun lainnya di Desa
Kemiri.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa kedua
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dusun di Desa Kemiri yaitu dusun tenggiling dan dusun danci belum memiliki sarana dan
prasarana transportasi yang memadai, masih banyak jalan yang rusak seperti jalan yang
berlubang sehingga mengganggu kenyamanan pengendara, konstruksi jalan yang belum
terselesaikan, konstruksi pengerasan jalan yang belum merata dibeberapa titik jalan dan jalan
yang becek ketika hujan turun (Bearak, 2020).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dapat dilihat dari perspektif sejauh mana
kebijakan pembangunan jalan di Desa Kemiri berhasil tercapai dengan optimal. Oleh karena itu,
dengan adanya kebijakan tentang pembangunan jalan di Desa Kemiri ini mampu mengubah
kondisi dan situasi dan kondisi yang ada di masing-masing dusun khususnya dusun tenggiling
dan dusun danci (Ndwandwe, 2021).

Untuk ity, tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana implementasi
kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa
Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

TINJAUAN PUSTAKA
Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Kebijakan menurut Ealau & Prewit (dalam Agustino, 2017) adalah
sebagai keputusan tetap yang dicirikan oleh pengulangan dan konsistensi tingkah laku baik dari
individu yang membuat keputusan maupun individu yang mematuhi keputusan tersebut. Adapun
alam pengertian yang lain kebijakan diartikan sebagai serangkaian tindakan atau tindakan yang
diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu di mana
terdapat hambatan dan kesempatan untuk mengusulkan kebijakan tersebut untuk mencapai
tujuan.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Anggara, 2014) kebijakan publik mencakup segala
sesuatu yang pemerintah lakukan atau tidak lakukan, serta alasan mengapa kebijakan itu harus
dilakukan dan apakah itu bermanfaat bagi kehidupan bersama. Kebijakan harus dipikirkan secara
menyeluruh agar mereka memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan tidak
menimbulkan masalah yang merugikan, bahkan kerugian akan di setiap kebijakan yang di
tetapkan (Allouhi, 2022). Oleh karena itu kebijakan harus bijak dalam menetapkan suatu
kebijakan yang akan diputuskan.

Dalam pengertian yang lain menurut (Novan et al., 2018) implementasi merupakan suatu
rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga
kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan
tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan
interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan
kegiatan implementasi termasuk didalamnyasarana dan prasarana,sumber dayakeuangan
dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut.
Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijkasanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Tahap-tahap kebijakan menurut William Dunn (dalam Anggara, 2014), adalah sebagai
berikut:

Penyusun Agenda

Formulasi Kebijakan
Adopsi/Legitimasi Kebijakan
Implementasi Kebijakan
Penilaian/Evaluasi Kebijakan

©oo0 o

Implementasi Kebijakan
Menurut George Edward III (Widodo, 2021: 96-107) implementasi kebjakan oleh
beberapa faktor antara lain:
a) Komunikasi
Komunikasi merupakan faktor penting agar implementasi kebijakan dapat
tercapai. Implementasi yang efektif hanya dapat dicapai jika pengambil keputusan telah
mengetahui apa yang akan dilakukannya. Komunikasi mempunyai beberapa dimensi,
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antara lain transmisi, kejelasan (clarity), dan konsitensi. Informasi kebijakan ini harus
dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan agar mereka memahami isi, tujuan,
arah, sasaran kelompok sasaran, sehingga para para pelaksana dapat mempersiapkan
dengan baik serta tujuan kebijakan dapat tercapai.

b) Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal yang berpengaruh dalam mengimplemtasikan
kebijakan dengan baik. Terdapat beberapa faktor yang menentukan terkait keefektifan
dan efisiensi sumberdaya, antara lain yaitu, staf, fasilitas, sumber daya angaran (sumber
dana), dan kewenangan (Jordt, 2023). Oleh karena itu informasi yang jelas dan konsisten
program tersebut harus dilaksanakan dan seberapa tepat informasi tersebut
dikomunikasikan. Namun apabila personil yang bertanggung jawab dalam melaksanakan
kebijakan tersebut kekurangan sumber daya untuk melaksanakan tugasnya, maka
kebijakan tersebut akan terkendala.

c) Disposisi

Dalam disposisi faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi
kebijakan yaitu sikap pelaksana. Jika pelaksana setuju dengan sebagian isi kebijakan
maka ia bersedia melaksanakannya, namun jika sudut pandang pelaksana dan pengambil
keputusan berbeda maka banyak permasalahan yang akan terjadi. Terdapat dua dimensi
disposisi antara lain yaitu sikap pelaksana dan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan
yang ditetapkan (Richard, 2021).

Oleh karena itu, agar implementasi kebijakan menjadi efektif, pelaksana
kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan, namun juga memiliki
kemampuan untuk melakukannya sedemikian rupa agar implementasinya tidak terjadi
kesalahan.

d) Struktur Birokrasi

Dalam Implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi.
Struktur birokrasi merupakan ciri-ciri, norma-norma dan pola-pola hubungan yang
berulang-ulang terjadi pada badan eksekutif potensial dan aktual dengan apa yang
dimilikinya dalam pelaksanaan kebijakan. (Kapustin, 2020) Dalam implementasi
Kebijakan yang begitu kompleks memerlukan adanya kerja sama banyak pihak atau
orang. Jika struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan yang ada, maka akan
menyebabkan tidak efektifnya sumber daya birokrasi sehingga akan mempersulit
implementasi kebijakan. Oleh karena itu, para pelaksana politik harus mendukung
kebijakan yang diputuskan secara politik dengan koordinasi yang baik.

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode
deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berorientasi pada fenomena yang dialami
oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan dan lain-lain (Kucharska,
2023). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggabungkan bukti-bukti dan
mendeskripsikan makna, data, dan fenomena yang diperoleh oleh penelitian.

Pendakatan deskriptif ini diharapkan mampu menganalisis fakta yang terjadi lapangan
yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

JENIS DATA
Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Terdapat dua sumber data dalam
penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber data. Data primer diartikan
data yang diperoleh berdasarkan observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan pihak
terkait yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari
Kepala Desa, sekertaris, kaur keuangan, kasie kesejahteraan dan masyarakat desa.
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Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber
perantara.. Data diperoleh dengan cara mengambil sumber lain sehingga bersifat tidak autentik
karena sudah diperoleh dari tangan kedua maupun tangan ketiga dan seterusnya. Data sekunder
dalam hal ini diperoleh melalui dokumentasi. Melalui pengambilan gambar maupun dokumen-
dokumen lain apabila diperlukan.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Pada penelitian ini data dikumpulkan dilakukan dengan cara observasi, wawancara,
dokumentasi.

Observasi
Observasi merupakan pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap suatu obyek
yang diteliti untuk memperoleh data yang perlu dikumpulkan.

Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan
informan. Komunikasi tersebut dilakukan dalam bentuk karya tanya jawab dan tatap muka.
Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan kebijakan
pembangunan infrastruktur jalan untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai permasalahan
yang akan diteliti.

Dokumentasi
Dokumentasi adalah kegiatan sistematis mengumpulkan, meneliti mengambil,
menggunakan, dan menyediakan dokumen. Dalam hal ini dokumen digunakan untuk mencari
informasi dan catatan peristiwa masa lalu (van den Berg, 2020). Dokumen-dokumen ini
mencakup foto, video, surat, file audio, dan banyak lagi. Bentuk dokumentasi penelitian ini
berupa pengambilan foto dan beberapa berkas dokumen yang diperlukan.
Tabel 1. Daftar Pengumpulan Data

N Nama Jabat Juml

o an ah

1 Baidowi Kepala Desa Kemiri 1

2 Moh Falsafah Sekertaris Desa Kemiri 1

3 Rizaq Kamal Kasie Keuangan 1

4 Lutfi Efendi Kasie Kesejahteraan 1

5 Ircash Akbar Kepala Dusun 1

6 Joko Priyono Warga Desa Kemiri 1
Total 6

ANALISIS DATA

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari lapangan,
selanjutnya akan peneliti analisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George
Edward Il yang terdiri dari empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur
birokrasi. Yang selanjutnya di analisis melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Pembangunan Infrastruktur jalan

Kebijakan Pembangunan infrastruktur jalan desa merupakan salah satu prioritas
pemerintah Desa Kemiri, untuk meningkatkan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat serta
pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat (Qahtan, 2023). Hal ini dibuktikan dengan
adanya misi yang tertulis oleh pemerintahan Desa Kemiri tentang pembangunan jalan desa. Oleh
karena itu pembangunan infrastruktur di Desa Kemiri dalam beberapa tahun terakhir berfokus
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pada jalan desa, sebagai upaya dalam pemerataan pembangunan di Desa Kemiri.

Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan ini sebagai suatu bentuk respon dari
pemerintah desa terhadap kondisi jalan yang kurang layak untuk digunakan sebagai akses
masyarakat yang ada di Desa Kemiri, mulai dari banyaknya jalan yang rusak, bebatuan, belum
meratanya jalan paving di dusun, dan jalan tanah yang becek ketika terjadi hujan.

Ada dua kriteria pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kemiri antara lain
pembangunan jalan aspal dan pembangunan jalan paving. Ketentuan pembangunan jalan ini
apabila jalan berupa jalan gang-gang kecil, atau jalan setapak yang menghubungkan antara satu
dusun dengan dusun lainnya, maka pembangunan jalan tersebut kami bangun menggunakan
paving. meskipun jalan tersebut bukan setapak tetapi jalanan tersebut bukan jalanan yang
dilewati truk-truk yang muat pasir ataupun truk pengangkut kayu maka jalan tersebut termasuk
kategori jalanan yang dibangun pavingisasi. Adapun untuk jalanan yang merupakan akses utama
masyarakat, tempat lewat truk-truk pengangkut pasir, kayu dll, maka jalanan tersebut kategori
jalanan yang dibangunan menggunakan aspal, hal ini bertujuan agar jalanan tersebut kuat dan
tidak mudah rusak (Ma, 2023).

Selanjutnya penulis akan menganalisis kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di
Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember menggunakan teori George Edward III yang
terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.
Komunikasi terbagi menjadi tiga dimensi dalam implementasi kebijakan yakni transmisi,
kejelasan dan konsistensi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, komunikasi
dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kemiri Kecamatan Panti
Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Dimensi pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmission.
Transmission komunikasi atau penyampaian informasi yang baik akan mendapatkan hasil
implementasi yang baik pula (Lu, 2020). Komunikasi pemerintah desa dengan aparatur
pelaksana dan juga masyarakat dalam pelaksanan pembangunan infrastruktur jalan di Desa
Kemiri berjalan cukup baik. Komunikasi yang pertama yaitu antara kepala desa dan aparatur
pelaksana, penyampaian komunikasi ini terjadi pada saat rapat terkait pembagian tugas masing-
masing kepada setiap aparatur pelaksana serta agar terjadi koordinasi yang baik pada saat
pembangunan infrastruktur jalan dilaksanakan antara kepala desa dan aparatur pelaksana.

Penyampaian komunikasi yang kedua yaitu terkait penggunaan sumber daya anggaran
Dana Desa (DD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur
jalan. penyampaian ini dilakukan dengan metode secara tidak langsung yaitu menggunakan
baliho yang dipasang di tempat pembangunan jalan dilaksanakan ketika sudah selesai. metode
ini dianggap efektif dalam pelaksanaanya, selain untuk mempermudah masyarakat mengetahui
sumber dana yang digunakan, penyampaian komunikasi seperti ini dianggap paling pas untuk
menyampaikan terkait jumlah anggaran yang dipakai dalam pelaksanaan pembangunan
infrastruktur jalan.

Penyampaian komunikasi yang ketiga yakni terkait hasil kebijakan pembangunan
infrastruktur jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. komunikasi ini berupa waktu
pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan akan dilakukan, serta apakah ada jalan alternatif
lain yang dapat digunakan ketika pembangunan infrastruktur jalan tersebut di mulai (Xing,
2022). Penyampaian komunikasi dilakukan dari pemerintah desa kepada setiap kepala dusun
yang berada di wilayah pembangunan jalan dilaksanakan, kemudian kepala dusun nantinya akan
menyampaikan kepada setiap RT/RW setempat, sehingga informasi tersebut akan mudah
tersampaikan kepada masyarakat.

Penyampaian komunikasi yang terakhir yaitu antara pemerintah desa kepada pihak tim
pelaksana kegiatan (TPK) mengenai hal teknis-teknis pembangunan infrastruktur jalan seperti
peralatan yang digunakan, spesifikasi teknis, gambar-gambar pembangunan jalan dan lain
sebagainya, Terkait hal tersebut kepala desa memberikan wewenang kepada tim pelaksana
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kegiatan (TPK) guna keefektivitasan pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan.

Dimensi kedua adalah kejelasan komunikasi. kejelasan komunikasi ini merupakan
elemen penting. Kejelasan komunikasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan
implementasi kebijakan publik. Jika suatu kebijakan ingin dilaksanakan sesuai keinginan,
pedoman pelaksanaannya tidak hanya harus disetujui oleh pihak yang melaksanakan kebijakan
tersebut, namun komunikasi yang diberikan juga harus jelas (Zhang, 2020). Komunikasi yang
tidak jelas mengenai implementasi kebijakan menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan
bertentangan dengan maksud pesan awal.

Kejelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di
Desa Kemiri, terdiri dari penyampaian informasi oleh pemerintah desa kepada aparatur
pelaksana dan masyarakat. Keterbukaan mengenai informasi pembangunan infrastruktur jalan
dilakukan dengan tujuan agar seluruh pemangku kebijakan pembangunan infrastruktur jalan
mengetahui secara jelas informasi apa saja yang telah disampaikan oleh kepala desa (Zhong,
2022). apabila terdapat permasalahan dalam hal penyampaian informasi yang berkaitan dengan
kebijakan pembangunan infrastruktur jalan ini maka kepela desa menjadi orang pertama yang
bertanggungjawab.

Setiap informasi yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan
disampaikan langsung oleh pemerintah desa kepada aparatur pelaksana dan masyarakat Desa
Kemiri. Kejelasan informasi yang disampaikan sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan
adanya pemahaman yang baik oleh aparatur pelaksana terkait tugas serta perannya terhadap
kebijakan yang sudah di tetapkan (Landge, 2020). Selain itu, pemahaman yang baik juga
ditunjukkan oleh masyarakat Desa Kemiri terkait arahan dan petunjuk yang di lakukan oleh
pemerintah desa khususnya dalam penggunaan jalan alternatif yang bisa dilalui oleh masyarakat.

Dimensi yang terakhir dalam komunikasi terkait implementasi kebijakan yaitu konsitensi
penyampaian informasi. Konsitensi informasi merupakan suatu penyampaian informasi dari
komunikaan kepada komunikator yang tepat, jelas dan tidak berubah-ubah. Suatu informasi yang
berubah-ubah akan menyulitkan pihak pelaksana dalam meimplementasikan kebijakan.

Konsitensi penyampaian informasi yang disampaikan oleh kepala Desa Kemiri kepada
aparatur pelaksana terkait pembagian tugas atau jobdesknya serta kewenangan masing-masing
bidang, dapat dikatakan konsisten, jobdesk atau tugas yang dimandatkan sejak awal kepada
aparatur pelaksana tidak pernah berubah-ubah, konsiten dengan apa yang disampaikan sejak
awal (Western, 2021). Konsitensi ini sangat penting dalam implementasi kebijakan, apabila
informasi yang diterima berubah-ubah, cenderung tidak konsisten maka hal tersebut akan mejadi
faktor penghambat dalam komunikasi.

Selain itu, konsitensi penyampaian informasi dalam kebijakan pembangunan
infrastruktur jalan di Desa Kemiri yaitu ketika pelaksanan pembangunan jalan dilaksanakan
berupa informasi yang disampaikan oleh kepala desa kepada kepala dusun di wilayah yang
bertempatan lalu informasi tersebut disampaikan kepada ketua RT/RW, informasi tersebut
berupa waktu pelaksanaan pembangunan dan penggunaan jalan alternatif yang dapat dilalui,
penyampaian informasi ini berulang-ulang setiap pembangunan jalan dilakukan serta dilakukan
secara konsisten.

Sumberdaya

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik.
Sumber daya tersebut meliputi staff, fasilitas, sumber daya anggaran dan kewenangan. Sumber
daya dapat dikatakan baik dilihat dari sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas dan
kewenangan yang dijalankan.

Sumber daya manusia di dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting.
Ketersedian staff dalam penelitian ini yaitu aparatur pelaksana pembangunan infrastruktur jalan
yang dimiliki oleh Desa Kemiri yang berjumlah sepuluh orang, yang terdiri dari kepala desa,
sekertaris desa, kaur keuangan, kasie kesejahteraan dan enam kepala dusun. Dari segi kualitas
aparatur pelaksana dapat dikatakan baik, 80% dari aparatur pelaksana ini lulusan sarjana
(strata-1), namun dari segi kuantitas aparatur pelaksana aparatur pelaksana pembangunan jalan
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ini masih kurang mengingat banyaknya tugas yang harus dilaksanakan.

Dimensi yang kedua dari sumber daya implementasi kebijakan yaitu sumber daya
anggaran. Dimensi lain dari sumber daya implementasi kebijakan adalah sumber daya anggaran.
Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa sumber daya anggaran. Oleh karena itu,
sumber daya anggaran menjadi landasan keberhasilan implementasi kebijakan ini. Anggaran
berkaitan dengan kecukupan modal untuk menjamin pelaksanaan kebijakan karena tanpa
dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berfungsi secara efektif dalam mencapai
tujuan dan sasarannya.

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan ini juga tidak dapat berjalan
dengan baik apabila tanpa adanya dukungan dari anggaran. Berdasarkan hasil penelitian,
anggaran dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kemiri Kecamatan Panti bersumber
dari Dana Desa (DD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pada kebijakan pembangunan infrastruktur
jalan anggaran yang didapatkan masih kurang, karena pemerintah desa sendiri tidak hanya
berfokus pada pembangunan jalan saja, sehingga anggaran yang di dapat dibagi-bagi.

Sumberdaya fasilitas termasuk faktor yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya
lainnya dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan ini. Pengadaan fasilitas
yang layak seperti buldoser, dan alat-alat lainnya yang mendukung dalam pelaksanaan
pembangunan jalan ini. Dengan adanya penggunaan fasilitas yang baik maka akan menunjang
keberhasilan kebijakan pembangunan jalan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa fasilitas untuk melaksanakan
kebijakan pembangunan jalan belum cukup memadai. Di Desa Kemiri belum memiliki fasilitas
sendiri untuk digunakan dalam melaksanakan pembangunan jalan, fasilitas yang digunakan oleh
pemerintah Desa Kemiri seperti buldoser, truk atau alat-alat lainnya melalui sistem sewa kepada
pihak-pihak yang memiliki. Penggunaan alat dengan sistem sewa ini sesuai dengan kewenangan
yang di berikan oleh kepala desa kepada pihak Tim Pelaksana Kegiatan untuk mempersiapkan
segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan jalan di lapangan salah satunya yaitu
penyediaan fasilmitas yang akan digunakan.

Selain sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas yang digunakan, yang terakhir yaitu
kewenangan dari aparatur pelaksana pembangunan infrastruktur jalan. Kewenangan ini berupa
pelaksaaan tugas yang di lakukan oleh aparatur pelaksana terhadap tugas yang diberikan oleh
kepala desa. pelaksaan tugas aparatur pelaksana pembangunan infrastruktur jalan di desa kemiri
saat ini sudah berjalan dengan lancar, setiap aparatur pelaksana melakukan tugas dan
kewenangannya masing-masing sesuai dengan apa yang sudah di mandatkan sejak awal oleh
kepala Desa Kemiri.

Disposisi

Disposisi merupakan watak atau karakteristik yang di miliki oleh implementor Sikap
inilah yang menentukan keberhasilan implementasi politik. Apabila pelaksana mempunyai sikap
yang baik maka ia dapat melaksanakan kebijakan yang baik sesuai keinginan pengambil
keputusan. Disposisi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena
pelaksana harus memahaminya dan mempunyai gambaran yang baik dalam menjalankan setiap
tugasnya.

Dalam penelitian ini Disposisi berupa sikap dan tingkat kepatuhan aparatur pelaksana.
Kedua dimensi ini berpengaruh penting terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan
infrastruktur jalan dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa Kemiri Kecamatan Panti
Kabuapaten Jember. Sebab selain memiliki sikap atau komitmen yang baik, aparatur pelaksana
juga harus mampu memahami, menanggapi dan memenuhi apa saja yang terkait pembangunan
infrastruktur jalan ini.

Dimensi yang pertama yakni sikap aparatur pelaksana berupa komitmen. Komitmen ini
dibuktikan dengan melihat alasan implementor untuk dapat melaksanakan implementasi, tujuan
atau perubahan yang ingin dicapai, dan perubahan yang telah dicapai para implementor untuk
implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan.

Aparatur pelaksana telah memperlihatkan bahwa komitmen yang dimiliki dalam
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menjalankan kebijakan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan ini sudah cukup baik. Hal ini
dapat dilihat dari penerimaan serta adanya kemauan yang kuat dari aparatur pelaksana dalam
menjalankan kebijakan. Selain itu, komitmen ini diperkuat dengan kemauan dari aparatur
pelaksana untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mewujudkan kebijakan
pembangunan infrastruktur jalan yang lebih optimal lagi.

Komitmen aparatur pelaksana ditunjukan dengan mengacu pada aturan-aturan yang
berlaku dengan standarisasi yang dilaksanakan seperti melakukan pertimbangan, pemantauan
dan lain sebagainya. Sikap aparatur pelaksana pembangunan infrastruktur jalan dalam
menjalankan komitmen yang dimandatkan oleh kepala Desa Kemiri cukup baik yang dibuktikan
dengan adanya pemahaman yang baik mengenai isi kebijakan terkait pembangunan infrastruktur
jalan.

Berdasarkan hasil penelitian, sikap aparatur pelaksana dalam melaksanakan kebijakan
pembangunan infrastruktur jalan dapat dilihat dari sikap aparatur dalam memberikan informasi
yang tepat dan baik kepada masyarakat Desa Kemiri khususnya dalam hal informasi penggunaan
alternatif jalan yang digunakan ketika pembangunan jalan dimulai atau dilaksanakan.

Dimensi yang kedua dalam disposisi implementasi kebijakan yaitu tingkat kepatuhan.
Tingkat kepatuhan di artikan sebagai hubungan antara atasan yakni kepala Desa Kemiri dengan
bawahannya yakni aparatur pelaksana yang dapat berupa komitmen dan kejujuran aparatur
pelaksana dalam mengimplementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan.

Tingkat kepatuhan aparatur pelaksana dalam implementasi kebijakan pembangunan
infrastruktur jalan cukup patuh pada kebijakan, hal tersebut terbukti dengan adanya komitmen
dan kejujuran dari aparatur pelaksana ketika diberikan mandat oleh kepala Desa Kemiri dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing. Komitmen yang dimaksud berupa
patuhnya aparatur pelaksana kepada aturan-aturan yang berlaku menjalankan kewenangannya
masing-masing.

Selain itu, aparatur pelaksana dalam mengimplementasi kebijakan pembangunan
infrastruktur jalan memiliki rasa tanggungjawab terhadap apa yang telah di mandatkan oleh
kepala Desa Kemiri, sehingga hal tersebut mendorong aparatur pelaksana untuk lebih mematuhi
dan melaksanakan kebijakan untuk lebih optimal.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan kebijakan
pembangunan infrastruktur jalan. Struktur birokrasi mempunyai dua ciri utama yaitu prosedur
atau sering disebut Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. SOP yang baik adalah
SOP yang memuat kerangka kerja yang jelas, sistematis, sederhana dan mudah dipahami oleh
semua orang karena menjadi acuan kerja para pelaksana.

Adanya SOP diharapkan dapat memudahkan para pejabat eksekutif politik dalam
menjalankan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan dalam SOP, sehingga efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan dapat tercapai, serta struktur organisasi eksekutif dapat terhindar dari
kerumitan hal-hal yang panjang dan rumit. dari.

Mengenai struktur birokrasi dan Standart Operating Procedures (SOP) terhadap
kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan ini belum memiliki SOP secara khusus, artinya
tidak ada aturan yang baku dalam menjalankan perintah, setiap aparatur pelaksana hanya
berkomitmen dan patuh terhadap perintah dari kepala desa. Namun meskipun belum memiliki
SOP yang baku, aparatur pelaksana memiliki struktur birokrasi yang jelas mulai dari pembagian
tugas dan kewenangannya di masing-masing bidang.

Tugas dari setiap aparatur pelaksana terlihat dari struktur birokrasi yang ada, sehingga
meskipun dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan belum memiliki SOP
Khusus, aparatur pelaksana tidak akan memiliki tugas ganda, semua akan sesuai dengan
tupoksinya masing-masing. Selain itu aparatur pelaksana juga menjalakan kebijakan ini dengan
tetap menunggu arahan dan perintah yang lebih lanjut ketika kebijakan sudah di
implementasikan.

222



Deni Saputra’*, Imam Sunartoz, Asmuni3
Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Upaya Pemerataan Pembangunan di Desa Kemiri
Kecamatan Panti Kabupaten Jember, Vol 6 No 2 Tahun 2024, p 214-225

Dimensi yang kedua yaitu fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. Dimensi ini akan
sangat berpengaruh untuk membentuk pola kerja yang baik di pemerintahan Desa Kemiri. Pola
hubungan kerja yang terjadi di pemerintahan Desa Kemiri baik sehingga kinerja yang dihasilkan
dalam mengimplementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan baik pula. Kerja sama
antara pemerintah desa dengan aparatur pelaksana dalam membangun infrastruktur jalan sangat
baik, mereka saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain.

Tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing aparat disesuaikan dari kewenangan
yang pada masing-masing bidangnya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa
tanggung jawab yang dilakukan oleh aparatur pelaksana pembangunan infrastruktur jalan di
Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten jember cukup baik, mereka saling bekerja sama dan
selalu berkoordinasi satu sama lain dalam menjalankan tugasnya.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kemiri berjalan baik, hal itu ditunjukkan dengan
adanya komunikas yang baik antara kepala desa, aparatur pelaksana dan masyarakat desa, selain
itu sumber daya yang dimiliki cukup baik seperti sumber daya manusia (staff), fasilitas dan
kewenangannya, namun dari segi sumber daya anggaran pembangunan infrastruktur jalan Desa
Kemiri hanya memiliki dua sumber anggaran yaitu dana desa dan dana bagi hasil, hal ini menjadi
penghambat tersendiri demi tercapainya pembangunan infrastruktur jalan yang optimal, sebab
kedua sumber ini tidak hanya berfokus pada pembangunan jalan saja melainkan pada
pembangunan yang lain juga di Desa Kemiri. Faktor selanjutnya yaitu disposisi yang kuat hal
tersebut ditunjukkan dengan adanya kemauan dan penerimaan kebijakan dari aparatur
pelaksana, dan komitmen terhadap tugas dan wewenangannya yang telah di mandatkan oleh
kepala desa. demikian pula struktruk birokrasi yang berjalan dengan optimal dari semua pihak
meskipun tidak mempunyai SOP yang baku untuk dijalankan namun semua pihak yang terkait
mampu bertanggungjawab dengan maksimal.

Saran

Penelitian ini adalah yang melakukan analisis terhadap kebijakan yang dilaksanakan,
untuk mengoptimalkan kebijakan pembangunan jalan ini perlu adanya perbaikan dari faktor-
faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini seperti sumber daya anggaran
yang terbatas sehingga memerlukan sumberdaya yang lain untuk mencapai tujuan pemerataan
pembangunan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
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